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Abstract 
Penelitian ini menganalisis fungsi dan integrasi pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. Bahan primer berupa konstitusi, 
peraturan, dan putusan, didukung buku serta artikel jurnal 2020–2026. Analisis memakai 
interpretasi hukum, analisis konsep, dan ratio decidendi. Pendekatan perundang-undangan 
memetakan validitas, hierarki, konsistensi, dan ruang lingkup norma; pendekatan 
konseptual membangun parameter dari asas serta doktrin; sedangkan pendekatan kasus 
menguji konkretisasi norma melalui fakta yuridis, pertimbangan, dan amar. Kebaruan 
penelitian ialah model empat tahap berupa pemetaan norma, konstruksi konsep, ekstraksi 
kaidah putusan, dan sintesis preskriptif. Model tersebut memperkuat transparansi, 
keterlacakan, serta justifikasi penelitian hukum normatif. 
 
Kata kunci: Penelitian hukum normatif; pendekatan perundang-undangan; pendekatan 
konseptual; pendekatan kasus; ratio decidendi. 

 
Abstract 

This article examines the function and integration of statutory, conceptual, and case 
approaches in normative legal research. Primary materials comprise constitutional 
provisions, legislation, and judicial decisions, supported by books and journal articles from 
2020–2026. Legal interpretation, conceptual analysis, and ratio decidendi analysis are 
applied. The statutory approach maps validity, hierarchy, consistency, and scope; the 
conceptual approach constructs standards from principles and doctrines; and the case 
approach examines rules through legally relevant facts, reasoning, and holdings. A four-
stage integration model is proposed. 
 
Keywords:  Normative legal research; statutory approach; conceptual approach; case 
approach; ratio decidendi. 
 
 
PENDAHULUAN.  

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa Indonesia 
merupakan negara hukum. Konsekuensi 
akademiknya, setiap pernyataan 
mengenai hak, kewajiban, kewenangan, 
larangan, dan tanggung jawab harus 
dapat ditelusuri kepada sumber hukum 
yang sah serta dijelaskan melalui 
penalaran yang dapat diuji. Penelitian 
hukum normatif menjalankan fungsi 
tersebut dengan mengkaji hukum sebagai 
norma, asas, sistem, dan argumentasi. Ia 
tidak berhenti pada pengumpulan 
dokumen, melainkan menilai hubungan 
antarsumber, menentukan makna kaidah, 

menyelesaikan pertentangan, dan 
menyusun preskripsi. Marzuki (2021) 
menempatkan penelitian hukum sebagai 
proses menemukan aturan, prinsip, dan 
doktrin untuk menjawab isu hukum. Benuf 
& Azhar (2020) menegaskan bahwa 
metodologi berfungsi mengurai 
permasalahan hukum kontemporer 
secara tertib. Dengan demikian, kualitas 
penelitian normatif bergantung pada 
ketepatan isu, otoritas bahan hukum, 
keterbukaan langkah analisis, dan 
koherensi antara dasar normatif dengan 
simpulan. 

Dalam praktik penulisan ilmiah, 
pendekatan perundang undangan, 
konseptual, dan kasus sering 
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dicantumkan secara bersamaan. 
Ketiganya bahkan telah menjadi formula 
yang hampir baku pada skripsi, tesis, dan 
artikel hukum. Masalah muncul ketika 
bagian metode hanya menyebut statute 
approach, conceptual approach, dan 
case approach tanpa menjelaskan 
peraturan yang dipetakan, konsep yang 
dioperasionalkan, putusan yang dipilih, 
maupun cara hasil setiap pendekatan 
dipertemukan. Tan (2021) menunjukkan 
bahwa metode penelitian hukum perlu 
dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan 
ilmiah, bukan istilah dekoratif. Yanova et 
al. (2023) juga memperlihatkan bahwa 
ketidakjelasan posisi normatif dan empiris 
dapat menghasilkan problem 
metodologis. Pada penelitian normatif, 
kekeliruan serupa terjadi apabila peneliti 
menganggap semua dokumen memiliki 
bobot yang sama atau menggunakan satu 
putusan sekadar sebagai ilustrasi, 
padahal simpulan yang diajukan bersifat 
umum. 

Pendekatan perundang undangan 
diperlukan karena sistem hukum positif 
tersusun secara berjenjang dan saling 
berhubungan. Undang Undang Nomor 12 
Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 
mengatur jenis, hierarki, materi muatan, 
asas, dan proses pembentukan 
peraturan. Peneliti tidak cukup 
menemukan satu pasal yang tampak 
relevan. Ia harus memeriksa kewenangan 
pembentuk, kedudukan aturan, hubungan 
aturan umum dan khusus, perubahan, 
pencabutan, peraturan pelaksana, serta 
kemungkinan konflik vertikal atau 
horizontal. Pendekatan ini juga menuntut 
pembacaan konstitusional karena 
validitas peraturan tidak terpisah dari 
Undang Undang Dasar. Muammar & 
Taufik (2024) mengingatkan bahwa 
penelitian hukum kehilangan ketajaman 
ketika hanya merangkum norma tanpa 
mengidentifikasi persoalan internal 
hukum. Oleh karena itu, inventarisasi 
merupakan pintu masuk, sedangkan 
analisis sistematis dan evaluasi normatif 
merupakan pekerjaan utamanya. 

Pendekatan konseptual menjadi 
penting ketika istilah hukum tidak 

memperoleh definisi lengkap dalam 
peraturan, ketika beberapa peraturan 
memakai istilah berbeda, atau ketika 
peneliti harus menilai norma berdasarkan 
asas dan doktrin. Konsep seperti 
kepastian hukum, proporsionalitas, 
penyalahgunaan wewenang, 
perlindungan hukum, 
pertanggungjawaban, itikad baik, dan 
keadilan prosedural tidak dapat dipahami 
hanya melalui satu ketentuan. Konsep 
tersebut berkembang dalam teori, doktrin, 
dan putusan. Suganda (2022) 
memperlihatkan kegunaan pendekatan 
yuridis untuk memahami sistem 
penyelesaian sengketa melalui hubungan 
norma dan konsep. Majeed et al. (2023) 
menempatkan pencarian, pemeriksaan, 
penjelasan, dan pembenaran kerangka 
hukum sebagai inti penelitian doktrinal. 
Pendekatan konseptual karena itu 
berfungsi membangun definisi kerja serta 
unsur penilaian agar argumen tidak 
bergantung pada intuisi peneliti. 

Pendekatan kasus melengkapi 
dua pendekatan tersebut dengan 
menunjukkan cara norma dan konsep 
digunakan oleh lembaga peradilan. 
Objeknya bukan cerita sengketa, 
melainkan putusan sebagai bahan hukum 
primer, terutama isu hukum, fakta yang 
relevan secara yuridis, dasar hukum, ratio 
decidendi, pendapat berbeda, dan amar. 
Putusan memperlihatkan konkretisasi 
norma sekaligus batas penafsiran. Akan 
tetapi, pemilihan kasus harus transparan. 
Bavli (2022) menekankan pentingnya 
kredibilitas analisis hukum, sedangkan 
Theil (2025) mengingatkan bahwa 
penelitian doktrinal harus tetap bertumpu 
pada sumber hukum dan 
mengartikulasikan aturan serta prinsip 
secara konsisten. Kesimpulan mengenai 
kecenderungan yurisprudensi tidak dapat 
dibangun dari satu putusan yang dipilih 
karena mendukung posisi penulis. Status 
pengadilan, waktu putusan, kesamaan 
isu, dan perkembangan doktrin harus 
dipertimbangkan. 

Penelitian terdahulu umumnya 
membahas identitas penelitian normatif, 
hubungan dengan penelitian empiris, 
atau kebutuhan interdisipliner. Benuf & 
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Azhar (2020), Tan (2021), Noor (2023), 
Wiraguna (2024), serta Sukmawan & 
Damayanti (2025) memetakan karakter 
dan strategi penelitian hukum. Afandi 
(2022), Rositawati (2022), Poncibò 
(2024), dan Okuma et al. (2024) mengkaji 
integrasi disiplin. Theil (2025) 
memperjelas ciri penelitian doktrinal dan 
kontribusi data empiris. Ruang yang 
masih memerlukan elaborasi ialah 
mekanisme hubungan antara tiga 
pendekatan utama di dalam penelitian 
normatif. Artikel ini menjawab tiga 
pertanyaan: bagaimana fungsi masing 
masing pendekatan; bagaimana standar 
pemilihan dan analisis bahan hukumnya; 
serta bagaimana ketiganya diintegrasikan 
menjadi simpulan preskriptif. Tujuannya 
ialah merumuskan model operasional 
yang dapat dipakai dan diaudit dalam 
penulisan ilmiah hukum. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif yang 
memandang hukum sebagai bangunan 
norma, asas, konsep, dan putusan. 
Pendekatan yang digunakan ialah 
pendekatan perundang undangan, 
konseptual, dan kasus. Pendekatan 
perundang undangan diarahkan pada 
Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 beserta 
perubahannya, Undang Undang Nomor 
48 Tahun 2009, dan peraturan yang 
berhubungan dengan pembentukan serta 
penerapan hukum. Pendekatan 
konseptual menelaah konsep penelitian 
doktrinal, hierarki norma, interpretasi, 
kepastian, koherensi, preseden, dan ratio 
decidendi. Pendekatan kasus 
menggunakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 
sebagai ilustrasi utama untuk menguji 
hubungan antara prosedur pembentukan 
undang undang, asas pembentukan 
peraturan, dan konsekuensi 
konstitusional putusan. 

Bahan hukum primer meliputi 
konstitusi, peraturan perundang 
undangan, dan putusan pengadilan. 
Bahan hukum sekunder terdiri atas buku 

metodologi dan artikel jurnal berbahasa 
Indonesia maupun Inggris yang terbit 
pada 2020–2026 serta memiliki DOI atau 
URL yang dapat diakses. Penelusuran 
dilakukan dengan kata kunci penelitian 
hukum normatif, penelitian doktrinal, 
pendekatan perundang undangan, 
analisis konsep, pendekatan kasus, 
penafsiran, dan metodologi hukum. 
Seleksi didasarkan pada relevansi 
terhadap objek, kredibilitas penerbit, 
identitas bibliografis, keteraksesan DOI 
atau URL, serta kontribusi terhadap 
fungsi atau standar analisis. Literatur 
empiris dan interdisipliner digunakan 
secara terbatas untuk memperjelas batas 
penelitian normatif, bukan untuk 
mengubah desain menjadi penelitian 
lapangan. 

Pengumpulan bahan hukum 
dilakukan melalui studi dokumen dan 
pencatatan matriks. Analisis berlangsung 
dalam empat langkah. Bahan hukum 
diinventarisasi dan disusun menurut 
hierarki serta hubungan khusus umum. 
Istilah kunci diekstraksi lalu dibandingkan 
dengan konsep dalam doktrin. Putusan 
diurai ke dalam fakta yuridis, isu, 
pertimbangan, ratio decidendi, dan amar. 
Seluruh temuan disintesiskan melalui 
interpretasi gramatikal, sistematis, 
historis, dan teleologis untuk 
menghasilkan preskripsi. Keabsahan 
argumentasi dijaga melalui pemeriksaan 
otoritas, konsistensi kutipan, pembacaan 
utuh sumber, pencarian bahan yang 
berlawanan, dan pemisahan antara isi 
hukum positif, interpretasi peneliti, serta 
rekomendasi. Prosedur ini sejalan 
dengan tuntutan transparansi penelitian 
doktrinal yang dijelaskan Majeed et al. 
(2023) dan Theil (2025). 
 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hakikat Pendekatan dalam 
Penelitian Hukum Normatif 

Pendekatan merupakan sudut 
pandang terencana untuk menentukan 
bahan yang relevan, pertanyaan yang 
diajukan kepada bahan tersebut, dan 
bentuk inferensi yang dapat ditarik. Ia 
berbeda dari teknik pengumpulan. Studi 
kepustakaan hanya menjelaskan lokasi 
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atau cara memperoleh dokumen, 
sedangkan pendekatan menjelaskan 
logika pemeriksaan dokumen. Muammar 
& Taufik (2024) menunjukkan bahwa 
penyamaan penelitian hukum dengan 
pengumpulan literatur melahirkan 
miskonsepsi. Antony (2026) juga 
menempatkan metodologi sebagai 
landasan epistemologis pembentukan 
argumentasi hukum ilmiah. Oleh sebab 
itu, satu dokumen dapat dianalisis melalui 
beberapa pendekatan dengan 
pertanyaan berbeda. Undang undang 
dibaca melalui pendekatan perundang 
undangan untuk melihat validitas dan 
harmonisasi, melalui pendekatan 
konseptual untuk menguji makna istilah, 
dan melalui pendekatan kasus ketika 
ketentuan tersebut ditafsirkan 
pengadilan. 

Tiga pendekatan tersebut memiliki 
keterkaitan tetapi tidak saling 
menggantikan. Pendekatan perundang 
undangan menjawab struktur hukum 
positif; pendekatan konseptual menjawab 
parameter makna dan penilaian; 
pendekatan kasus menjawab konkretisasi 
serta argumentasi yudisial. Ketiadaan 
salah satu pendekatan dapat diterima jika 
isu memang tidak membutuhkannya. 
Penelitian harmonisasi peraturan 
mungkin berpusat pada perundang 
undangan dan konsep, sementara 
penelitian perubahan kaidah 
yurisprudensi menempatkan kasus 
sebagai pusat. Persoalannya bukan 
banyaknya pendekatan, melainkan 
kesesuaian dengan rumusan masalah. 
Theil (2025) membedakan tujuan 
deskriptif, preskriptif, dan justifikatif dalam 
penelitian doktrinal. Perbedaan tujuan 
tersebut menuntut peneliti menjelaskan 
kapan ia menyatakan isi hukum, kapan 
memilih interpretasi, dan kapan 
mengusulkan perubahan. 

Pendekatan Perundang 
undangan: Struktur, Validitas, dan 
Harmonisasi 

Pendekatan perundang undangan 
dimulai dengan menentukan lingkup 
pengaturan. Peneliti menyusun daftar 
konstitusi, undang undang, peraturan 
pemerintah, peraturan presiden, 

peraturan lembaga, dan peraturan daerah 
yang mempunyai hubungan langsung 
atau tidak langsung dengan isu. Daftar ini 
harus memuat status berlaku, nomor, 
tahun, perubahan, serta ketentuan 
peralihan. Setelah itu, norma diekstraksi 
ke dalam unsur subjek, objek, tindakan, 
kondisi, kewenangan, prosedur, 
larangan, pengecualian, dan akibat 
hukum. Langkah tersebut mencegah 
analisis yang hanya memindahkan bunyi 
pasal ke bagian pembahasan. Efendi & 
Ibrahim (2018) serta Marzuki (2021) 
menekankan bahwa bahan hukum perlu 
diolah untuk menemukan aturan dan 
prinsip yang menjawab isu, bukan 
sekadar dihimpun. 

Dimensi vertikal menilai 
kesesuaian aturan yang lebih rendah 
dengan aturan yang lebih tinggi. Peneliti 
harus memperhatikan kewenangan 
pembentukan, materi muatan, dan asas 
lex superior derogat legi inferiori. Dimensi 
horizontal menilai hubungan aturan 
sederajat melalui asas lex specialis 
derogat legi generali dan lex posterior 
derogat legi priori. Penerapan asas 
tersebut tidak otomatis. Peneliti harus 
membuktikan kesamaan ruang lingkup, 
karakter khusus, waktu berlaku, serta 
kehendak pembentuk. Pada konflik semu, 
harmonisasi dapat dilakukan melalui 
penafsiran sistematis. Pada konflik nyata, 
penelitian harus menjelaskan norma yang 
seharusnya didahulukan dan 
konsekuensi bagi hak atau kewenangan. 
Ahadi (2022) menghubungkan efektivitas 
dengan eksistensi produk hukum, tetapi 
dalam kajian normatif persoalan awal 
tetap validitas dan kejelasan norma. 

Pendekatan ini juga menilai 
kualitas pembentukan peraturan. Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan 
perubahannya mengatur asas kejelasan 
tujuan, kelembagaan yang tepat, 
kesesuaian jenis serta materi muatan, 
dapat dilaksanakan, kedayagunaan, 
kejelasan rumusan, dan keterbukaan. 
Asas tersebut bukan daftar yang dikutip 
tanpa pengujian. Setiap asas harus 
diterjemahkan menjadi pertanyaan. 
Keterbukaan, misalnya, diuji melalui 
tersedianya akses informasi dan 
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kesempatan partisipasi bermakna pada 
tahapan pembentukan. Kejelasan 
rumusan diuji dari konsistensi istilah, 
struktur norma, rujukan silang, dan 
kemungkinan tafsir. Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 
memperlihatkan bahwa proses 
pembentukan dapat menjadi isu 
konstitusional, sehingga analisis 
peraturan harus mencakup aspek formal 
maupun material. 

Tabel 1. Matriks Operasional Tiga 
Pendekatan 

 
Pende
katan 

Fok
us 

Baha
n 
Utam
a 

Tekni
k 
Anali
sis 

Kelu
aran 

Perund
ang-
undan
gan 

Vali
dita
s, 
hier
arki, 
kon
sist
ensi
, 
dan 
rua
ng 
ling
kup 
nor
ma 

Kons
titusi 
dan 
perat
uran 
peru
ndan
g-
unda
ngan 

Invent
arisasi
, 
harmo
nisasi, 
dan 
interpr
etasi 

Peta 
norm
a 
dan 
ident
ifikas
i 
konfli
k 
norm
a 

Konse
ptual 

Mak
na 
istil
ah, 
asa
s, 
dokt
rin, 
dan 
par
ame
ter 

Buku
, 
artike
l 
ilmia
h, 
prinsi
p 
huku
m, 
dan 
defini
si 
resmi 

Analisi
s 
konse
p, 
sintesi
s 
doktri
n, dan 
penim
banga
n asas 

Defin
isi 
kerja 
dan 
ukur
an 
kons
eptu
al 

Kasus Kon
kreti
sasi 
nor
ma 

Putu
san 
peng
adila
n 

Ekstra
ksi 
fakta 
yuridis
, 

Kaid
ah 
pene
rapa
n 

dan 
arg
ume
ntas
i 
yudi
sial 

identifi
kasi 
isu 
huku
m, 
ratio 
decide
ndi, 
dan 
amar 
putus
an 

huku
m 
dan 
pola 
putu
san 

 
Penafsiran merupakan jantung 

pendekatan perundang undangan. 
Penafsiran gramatikal membaca susunan 
bahasa; sistematis menempatkan 
ketentuan dalam keseluruhan regulasi; 
historis menelusuri latar pembentukan; 
teleologis menguji tujuan; dan 
konstitusional memilih makna yang 
selaras dengan hak serta prinsip dasar. 
Hasil penafsiran harus menyebut bahan 
yang mendukung dan menolak. Apabila 
dua makna mungkin, peneliti perlu 
menunjukkan alasan memilih salah 
satunya berdasarkan hierarki, konteks, 
tujuan, dan akibat. Tan (2021) 
mengingatkan pentingnya ketertiban 
proses penelitian hukum, sedangkan 
Theil (2025) menekankan intelligibilitas, 
koherensi, dan konsistensi sumber 
hukum. Tugas peneliti bukan menghapus 
semua ambiguitas, melainkan 
menyajikan perbedaan interpretasi 
secara jujur dan 
mempertanggungjawabkan pilihan. 

Pendekatan Konseptual: 
Definisi, Asas, dan Kerangka Penilaian 

Pendekatan konseptual 
digunakan ketika analisis memerlukan 
pemahaman yang melampaui definisi 
tekstual. Titik awalnya ialah istilah yang 
mengandung perdebatan atau 
kekosongan. Peneliti mengidentifikasi 
definisi dalam peraturan, putusan, buku, 
dan artikel, lalu membandingkan unsur, 
asumsi, serta konteks penggunaannya. 
Definisi kerja dibentuk bukan dengan 
memilih kutipan yang paling sesuai 
dengan simpulan, melainkan melalui 
sintesis. Sebagai contoh, konsep 
perlindungan hukum dapat dibedakan 
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menjadi pencegahan, pemulihan, 
prosedur, dan jaminan substantif. 
Pembedaan tersebut menghasilkan 
indikator untuk menilai apakah suatu 
peraturan benar benar melindungi subjek. 
Majeed et al. (2023) menjelaskan bahwa 
penelitian doktrinal mencakup 
pemeriksaan dan sintesis bahan untuk 
menunjukkan ketidaksesuaian antara 
legislasi dengan norma fundamental. 

Asas hukum berfungsi sebagai 
dasar interpretasi, pengisi kekosongan, 
dan ukuran kritik. Asas tidak identik 
dengan slogan moral. Peneliti harus 
menunjukkan sumber pengakuan, ruang 
lingkup, bobot, dan relasinya dengan 
asas lain. Kepastian hukum dapat 
berhadapan dengan keadilan pada kasus 
tertentu; keterbukaan dapat dibatasi oleh 
kerahasiaan yang sah; kebebasan 
berkontrak dibatasi itikad baik dan 
perlindungan pihak lemah. Analisis 
konseptual memerlukan penimbangan 
yang transparan. Taekema & van der 
Burg (2020) memperlihatkan bahwa 
filsafat hukum dapat memperkaya 
penelitian doktrinal melalui metode yang 
memperjelas asumsi dan argumentasi. 
Afandi (2022) juga menekankan 
kegunaan desain yang terbuka terhadap 
perspektif lain, sepanjang identitas 
persoalan hukum tetap terjaga. 

Konsep harus dioperasionalkan 
dalam bentuk matriks. Setiap konsep 
diturunkan menjadi dimensi dan 
pertanyaan penilaian. Proporsionalitas, 
misalnya, dapat dibagi menjadi tujuan 
yang sah, kesesuaian sarana, kebutuhan, 
serta keseimbangan antara manfaat dan 
beban. Pertanggungjawaban dapat dibagi 
menjadi dasar kewajiban, pelanggaran, 
hubungan sebab akibat, kesalahan, dan 
pemulihan. Operasionalisasi membuat 
pembaca dapat memeriksa bagaimana 
konsep menghasilkan penilaian. Tanpa 
langkah ini, konsep hanya menjadi bagian 
tinjauan pustaka yang tidak terhubung 
dengan pembahasan. Suganda (2022) 
menunjukkan bahwa pendekatan yuridis 
yang tepat membantu membaca 
mekanisme penyelesaian sengketa 
secara terstruktur. Kerangka konsep juga 
mencegah peneliti mengubah arti istilah 

pada bagian berbeda untuk 
menyesuaikan argumen. 

Pendekatan konseptual harus 
membedakan konsep hukum positif, 
konsep analitis, dan standar normatif 
eksternal. Konsep hukum positif 
memperoleh kekuatan dari sumber resmi. 
Konsep analitis dipakai untuk 
mengelompokkan bahan, sedangkan 
standar eksternal digunakan untuk 
menilai kualitas atau keadilan hukum. 
Ketiganya dapat hadir bersama, tetapi 
dasar klaim harus disebutkan. Theil 
(2025) mengingatkan bahaya 
mencampurkan klaim doktrinal, empiris, 
dan normatif. Dalam konteks ini, peneliti 
perlu menandai apakah ia menjelaskan 
apa yang berlaku, mengonstruksi makna 
yang paling koheren, atau mengusulkan 
hukum yang seharusnya. Pemisahan 
tersebut tidak mengurangi sifat preskriptif 
ilmu hukum; justru membuat lompatan 
argumentasi terlihat dan dapat 
diperdebatkan. 

Pendekatan Kasus: Fakta 
Yuridis, Ratio Decidendi, dan Pola 
Putusan 

Pendekatan kasus menggunakan 
putusan pengadilan sebagai bahan 
hukum primer. Unit analisisnya harus 
ditentukan sejak awal. Penelitian dapat 
mengkaji satu putusan penting, rangkaian 
putusan pada isu yang sama, perubahan 
pendirian pengadilan, atau perbedaan 
antarlingkungan peradilan. Kriteria inklusi 
meliputi kesamaan isu hukum, tingkat 
pengadilan, periode, status berkekuatan 
hukum tetap, serta ketersediaan naskah 
lengkap. Kriteria eksklusi dapat berupa 
putusan yang hanya menyebut isu secara 
sampingan atau tidak memuat 
pertimbangan yang cukup. Transparansi 
ini penting karena pilihan kasus 
memengaruhi gambaran doktrin. Bavli 
(2022) menempatkan kredibilitas sebagai 
syarat agar analisis hukum dapat 
dipercaya, sedangkan Chin & Zeiler 
(2021) mengingatkan arti replikabilitas 
dalam penelitian hukum berbasis bukti. 

Setiap putusan diurai ke dalam 
identitas perkara, posisi para pihak, fakta 
yang relevan, tuntutan atau permohonan, 
isu hukum, ketentuan yang ditafsirkan, 
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argumentasi, ratio decidendi, obiter 
dictum, dan amar. Ringkasan kronologi 
tidak boleh menggantikan analisis. Ratio 
decidendi ialah alasan hukum yang 
diperlukan untuk menopang amar, 
sedangkan pernyataan tambahan tidak 
selalu mengikat. Dalam putusan kolegial, 
peneliti juga mencatat pendapat berbeda 
karena dapat menunjukkan alternatif 
perkembangan hukum. Analisis harus 
menghubungkan fakta dengan norma: 
fakta apa yang dianggap menentukan, 
bagaimana beban pembuktian diletakkan, 
dan mengapa satu interpretasi dipilih. 
Marzuki (2021) menempatkan 
pendekatan kasus pada telaah alasan 
hukum yang digunakan hakim, bukan 
semata hasil akhir sengketa. 

Bobot putusan ditentukan oleh 
sistem hukum dan kedudukan lembaga. 
Dalam sistem Indonesia, yurisprudensi 
tidak identik dengan preseden mengikat 
sebagaimana stare decisis, tetapi 
konsistensi putusan tetap mempunyai 
nilai persuasif, memberi prediktabilitas, 
dan memengaruhi praktik. Putusan 
Mahkamah Konstitusi mempunyai 
konsekuensi khusus karena bersifat final 
dan mengikat terhadap pengujian undang 
undang. Peneliti perlu membedakan daya 
ikat amar, kekuatan argumentatif 
pertimbangan, dan penggunaan putusan 
dalam perkara berikutnya. Kesalahan 
terjadi ketika satu kutipan dari 
pertimbangan diperlakukan sebagai 
norma umum tanpa konteks. Analisis 
yang baik memeriksa apakah rumusan 
tersebut konsisten dengan amar, diikuti 
putusan lain, dibatasi fakta, atau 
kemudian ditinggalkan. 

Untuk menyatakan pola putusan, 
peneliti harus membangun korpus yang 
memadai. Penelusuran dilakukan dengan 
kombinasi nomor peraturan, istilah 
doktrin, jenis perkara, dan kata kunci 
faktual. Semua putusan yang memenuhi 
kriteria dicatat, termasuk yang 
berlawanan dengan tesis. Blackham & 
Moore (2022) menunjukkan nilai 
penelitian yang memperhatikan kondisi 
lapangan pengetahuan secara setara, 
sedangkan Blackham (2024) mendorong 
penguatan keterampilan metodologis 

dalam pendidikan hukum. Walaupun 
penelitian kasus normatif bersifat 
kualitatif, jumlah, periode, dan distribusi 
putusan tetap perlu dilaporkan. Frekuensi 
bukan penentu tunggal kebenaran 
hukum, tetapi berguna untuk 
menunjukkan stabilitas, variasi, atau 
anomali yang kemudian dianalisis secara 
doktrinal. 

Integrasi Teks, Konsep, dan 
Putusan 

Integrasi dimulai dari isu hukum, 
bukan dari keinginan menggunakan tiga 
pendekatan. Pada tahap pemetaan 
norma, peneliti menentukan apa yang 
diatur, oleh siapa, pada tingkat apa, dan 
di mana terdapat konflik atau 
kekosongan. Tahap konstruksi konsep 
merumuskan makna serta parameter 
yang diperlukan untuk membaca norma. 
Tahap analisis kasus memeriksa 
bagaimana parameter tersebut 
digunakan ketika norma diterapkan. 
Tahap sintesis membandingkan hasil dan 
menyusun posisi hukum. Urutannya 
dapat berulang. Putusan dapat 
mengungkap konsep yang belum terlihat 
dalam undang undang; konsep dapat 
membuka konflik antarperaturan; dan 
perubahan peraturan dapat membatasi 
relevansi putusan lama. Hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa integrasi 
bukan penjumlahan tiga bagian terpisah, 
tetapi dialog antarjenis bahan hukum. 

Tabel 2. Tahapan Model Integrasi 
Pendekatan 

 
Tahap Kegiatan Pertan

yaan 
Kendal
i 

Keluar
an 

Pemet
aan 
norma 

Menyusu
n hierarki, 
status, 
perubaha
n, dan 
hubunga
n 
antarpas
al 

Norma 
apa 
yang 
berlaku 
dan di 
mana 
letak 
konflik? 

Matriks 
regulas
i 

Konst
ruksi 

Memban
dingkan 
definisi, 

Makna 
serta 
parame

Definisi 
kerja 
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konse
p 

asas, 
doktrin, 
dan 
unsur 
hukum 

ter apa 
yang 
paling 
tepat? 

Ekstra
ksi 
putus
an 

Mengurai
kan fakta, 
isu 
hukum, 
pertimba
ngan, 
ratio 
decidendi
, dan 
amar 
putusan 

Bagaim
ana 
norma 
dikonkr
etkan 
dalam 
putusa
n? 

Kaidah 
putusa
n 

Sintes
is 
preskr
iptif 

Menguji 
kesesuai
an, 
ketegang
an, dan 
akibat 
dari 
penerapa
n norma 

Interpr
etasi 
atau 
peruba
han 
apa 
yang 
diperlu
kan? 

Posisi 
hukum 
dan 
rekome
ndasi 

 
Model integrasi menghasilkan tiga 

jenis temuan. Temuan kesesuaian 
muncul ketika teks, konsep, dan putusan 
mengarah pada kaidah yang sama. 
Temuan ketegangan muncul ketika bunyi 
peraturan berbeda dari konsep atau 
praktik penafsiran. Temuan 
perkembangan muncul ketika putusan 
memperluas, mempersempit, atau 
mengubah pemaknaan. Peneliti harus 
menentukan konsekuensi setiap temuan. 
Kesesuaian memperkuat kepastian; 
ketegangan memerlukan harmonisasi 
atau pengujian; perkembangan 
memerlukan penilaian apakah masih 
berada dalam batas interpretasi. 
Claassen (2024) memperlihatkan adanya 
jarak antara perspektif doktrinal dan 
empiris pada kajian rujukan yudisial. 
Dalam penelitian normatif, jarak 
antarbahan serupa perlu dijelaskan 
melalui analisis sumber dan kewenangan, 
bukan ditutupi dengan kesimpulan 
kompromistis. 

Keluaran akhir bersifat preskriptif 
tetapi bertingkat. Preskripsi interpretatif 
menawarkan makna yang paling sesuai 

dengan keseluruhan sistem. Preskripsi 
aplikatif menjelaskan cara norma 
digunakan pada keadaan tertentu. 
Preskripsi kelembagaan mengusulkan 
pedoman atau prosedur. Preskripsi 
legislatif mengusulkan perubahan, 
pencabutan, atau pembentukan norma. 
Setiap usulan harus menyebut masalah, 
dasar, aktor, bentuk tindakan, serta 
dampaknya terhadap ketentuan lain. 
Sukmawan & Damayanti (2025) 
menempatkan pemilihan metode sebagai 
strategi penguatan kajian hukum. 
Preskripsi yang tidak ditopang pemetaan 
norma, konsep yang jelas, dan 
pembacaan kasus hanya merupakan 
opini. Sebaliknya, model integrasi 
membuat rekomendasi dapat dilacak 
kembali kepada bahan dan langkah 
penalaran. 

Penerapan pada Pengujian 
Formil Pembentukan Undang Undang 

Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 91/PUU XVIII/2020 dapat 
digunakan untuk memperlihatkan kerja 
tiga pendekatan. Pendekatan perundang 
undangan memetakan Pasal 22A Undang 
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 2011, serta perubahan 
dan aturan pelaksana yang mengatur 
tahapan pembentukan. Fokusnya 
mencakup kewenangan, tata urutan, 
teknik, partisipasi, dan konsekuensi cacat 
formil. Peneliti kemudian membedakan uji 
formil dari uji materiil. Uji formil menilai 
proses dan bentuk pembentukan, 
sedangkan uji materiil menilai substansi 
norma terhadap konstitusi. Pembedaan 
ini menentukan bahan yang relevan dan 
bentuk tuntutan yang dapat dianalisis. 

Pendekatan konseptual 
mengonstruksi makna keterbukaan dan 
partisipasi bermakna. Keterbukaan tidak 
hanya berarti publikasi dokumen setelah 
keputusan dibuat. Ia meliputi kesempatan 
mengetahui, menyampaikan pendapat, 
memperoleh pertimbangan atas 
pendapat, dan mengakses informasi yang 
memadai pada waktu yang 
memungkinkan pengaruh. Konsep 
tersebut ditautkan dengan legitimasi 
demokratis, akuntabilitas, dan negara 
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hukum. Peneliti perlu berhati hati 
membedakan konsep yang dinyatakan 
pengadilan dengan elaborasi akademik. 
Apabila konsep diperluas, dasar perlu 
disebutkan. Rositawati (2022) 
menunjukkan bahwa organisasi peradilan 
dapat dibaca melalui penelitian yang 
membuka hubungan hukum dengan 
disiplin lain, sedangkan pendekatan 
normatif tetap menentukan konsekuensi 
yuridis dari konsep tersebut. 

Pendekatan kasus mengurai 
kedudukan pemohon, objek pengujian, 
bukti proses, isu konstitusional, 
pertimbangan mayoritas, pendapat 
berbeda, dan amar. Analisis tidak 
berhenti pada pernyataan bahwa undang 
undang dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat. Peneliti harus menjelaskan 
syarat, tenggang, perintah perbaikan, 
pembatasan tindakan strategis, dan 
hubungan pertimbangan dengan amar. 
Putusan kemudian dibandingkan dengan 
putusan pengujian formil lain untuk 
menilai konsistensi. Jika penelitian hanya 
memilih bagian yang mendukung kritik 
terhadap pembentuk undang undang, 
gambaran doktrin menjadi timpang. 
Metode kasus menuntut pembacaan utuh 
serta pencatatan alasan yang menerima 
maupun menolak permohonan. 

Sintesis menunjukkan bahwa 
validitas undang undang tidak hanya 
ditentukan oleh materi yang diatur, tetapi 
juga oleh kepatuhan pada prosedur 
konstitusional. Konsep partisipasi 
bermakna memberi isi pada asas 
keterbukaan, sedangkan putusan 
mengubah konsep tersebut menjadi 
standar penilaian yudisial. Dari sini dapat 
dirumuskan preskripsi: dokumen 
pembentukan harus tersedia tepat waktu; 
mekanisme partisipasi harus dapat 
ditelusuri; tanggapan pembentuk perlu 
didokumentasikan; dan perubahan teknik 
tidak boleh mengaburkan substansi. 
Preskripsi itu bukan hasil satu 
pendekatan. Ia lahir dari hubungan 
ketentuan, konsep, dan ratio decidendi. 
Contoh ini membuktikan fungsi integrasi 
untuk mengubah bahan hukum yang 
tersebar menjadi standar yang 
operasional. 

Standar Kualitas dan Audit 
Argumentasi 

Kualitas pendekatan perundang 
undangan dinilai dari kelengkapan 
korpus, ketepatan status berlaku, 
pemahaman hierarki, serta konsistensi 
penafsiran. Kualitas pendekatan 
konseptual dinilai dari kejelasan definisi, 
representasi perdebatan, sumber doktrin, 
dan operasionalisasi. Kualitas 
pendekatan kasus dinilai dari 
transparansi pemilihan, ketepatan 
ekstraksi ratio decidendi, konteks fakta, 
serta kecukupan perbandingan. Ketiga 
pendekatan tunduk pada prinsip 
keterlacakan. Setiap simpulan penting 
harus dapat ditelusuri kepada bahan dan 
alasan. Majeed et al. (2023) 
menghubungkan penelitian doktrinal 
dengan sintesis kerangka hukum, 
sedangkan Antony (2026) menempatkan 
metodologi sebagai dasar argumentasi 
ilmiah. Audit dilakukan dengan 
pertanyaan sederhana: sumber apa yang 
mendukung klaim, mengapa sumber itu 
berwenang, interpretasi apa yang 
digunakan, dan bahan berlawanan apa 
yang telah dipertimbangkan. 

Teknologi dapat membantu 
penelusuran, pengelompokan, dan 
perbandingan dokumen. Mentzingen et 
al. (2025) menunjukkan manfaat analitik 
visual bagi korpus hukum, sedangkan 
Dehghani et al. (2025) mengulas 
penggunaan model bahasa besar dalam 
sistem hukum. Namun, keluaran mesin 
bukan bahan hukum primer dan tidak 
dapat menggantikan penilaian otoritas. 
Peneliti wajib membuka naskah asli, 
memeriksa versi, memastikan kutipan, 
serta menjaga data penelusuran. Kata 
kunci, basis data, tanggal pencarian, dan 
kriteria seleksi sebaiknya dicantumkan. 
Teknologi memperluas korpus, tetapi juga 
dapat memperbesar bias jika basis data 
tidak lengkap atau sistem menampilkan 
sumber yang populer saja. Tanggung 
jawab akhir tetap berada pada peneliti. 

Etika penelitian normatif 
mencakup kejujuran kutipan, larangan 
memotong konteks, pengakuan terhadap 
perbedaan pendapat, dan keterbukaan 
konflik kepentingan. Ketepatan sitasi 
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bukan hanya masalah teknis karena 
kesalahan identitas putusan atau pasal 
dapat mengubah hak dan kewajiban yang 
disimpulkan. Peneliti juga perlu berhati 
hati ketika menguraikan kasus yang 
memuat data pribadi atau kelompok 
rentan. Dokumen yang terbuka tidak 
selalu harus direproduksi seluruhnya. 
Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas 
tetap berlaku. Pemisahan antara isi 
sumber dengan penilaian penulis 
mencegah otoritas semu. Pembaca harus 
dapat mengetahui bagian mana yang 
merupakan kutipan, parafrasa, 
interpretasi, atau rekomendasi. 

Kesalahan Umum dan Strategi 
Perbaikan 

Kesalahan umum pendekatan 
perundang undangan ialah daftar 
peraturan tanpa hubungan analitis, 
penggunaan aturan yang sudah berubah, 
pengabaian peraturan pelaksana, dan 
penerapan asas konflik secara otomatis. 
Perbaikannya ialah membuat peta 
hierarki, kronologi perubahan, matriks 
pasal, dan catatan status. Kesalahan 
pendekatan konseptual ialah menumpuk 
definisi, memilih teori karena terkenal, 
dan tidak menerjemahkan konsep 
menjadi ukuran. Perbaikannya ialah 
membandingkan unsur, memilih definisi 
kerja, serta menjelaskan alasan dan 
batas. Kesalahan pendekatan kasus ialah 
menceritakan kronologi, mengutip amar 
tanpa pertimbangan, menyamakan satu 
putusan dengan yurisprudensi, dan 
mengabaikan putusan berbeda. 
Perbaikannya ialah membuat lembar 
ekstraksi putusan dan kriteria pemilihan. 

Kesalahan integrasi terjadi ketika 
hasil tiap pendekatan ditempatkan pada 
subbagian yang tidak saling 
berhubungan. Pembahasan peraturan 
berakhir dengan ringkasan, pembahasan 
teori berakhir dengan definisi, dan 
pembahasan kasus berakhir dengan 
cerita. Tidak ada proposisi yang 
mempertemukan ketiganya. Strategi 
perbaikan ialah menggunakan 
pertanyaan sintesis pada akhir setiap isu: 
norma apa yang berlaku, konsep apa 
yang menjelaskan atau menilai, 
bagaimana pengadilan menerapkan, di 

mana terdapat kesesuaian atau 
ketegangan, dan apa konsekuensi 
preskriptif. Dengan pola ini, struktur 
pembahasan mengikuti isu, bukan jenis 
bahan. Boulanger et al. (2024) 
menunjukkan perkembangan medan 
kajian hukum dan masyarakat, 
sedangkan Poncibò (2024) mengingatkan 
bahwa janji interdisipliner tidak selalu 
terpenuhi. Pelajarannya, penambahan 
pendekatan hanya berguna apabila 
menghasilkan hubungan analitis. 

Kesalahan pada simpulan ialah 
menyatakan hukum tidak efektif tanpa 
data empiris, menyebut ketidakadilan 
tanpa standar, atau merekomendasikan 
revisi undang undang tanpa menunjukkan 
lokasi norma. Penelitian normatif dapat 
menilai potensi tidak dapat dilaksanakan 
berdasarkan desain norma, tetapi tidak 
dapat memastikan tingkat kepatuhan 
masyarakat tanpa bukti lapangan. Noor 
(2023) dan Wiraguna (2024) membantu 
membedakan kontribusi normatif dengan 
empiris. Jika pertanyaan berkembang 
menuju perilaku, dampak, atau 
pengalaman, peneliti perlu menambah 
desain empiris dan etika partisipan. Batas 
ini menjaga klaim tetap sesuai bukti. 
Metodologi yang kuat bukan yang 
memakai pendekatan paling banyak, 
melainkan yang menyatakan secara tepat 
apa yang dapat dan tidak dapat 
disimpulkan. 

Kebaruan dan Implikasi bagi 
Pendidikan Hukum 

Kebaruan artikel ini terletak pada 
model empat tahap yang menempatkan 
pendekatan perundang undangan, 
konseptual, dan kasus sebagai rangkaian 
inferensi. Model ini berbeda dari daftar 
pendekatan karena setiap tahap 
menghasilkan keluaran yang menjadi 
masukan tahap berikutnya. Pemetaan 
norma menghasilkan konflik atau 
kekosongan; konstruksi konsep 
menghasilkan parameter; ekstraksi 
putusan menghasilkan kaidah 
penerapan; sintesis menghasilkan 
preskripsi. Model dapat digunakan untuk 
menyusun proposal, matriks penelitian, 
pembahasan, dan pemeriksaan naskah. 
Ia juga memungkinkan replikasi terbatas 
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karena peneliti lain dapat menilai korpus, 
definisi, putusan, dan langkah penalaran 
yang digunakan. 

Bagi pendidikan hukum, 
pembelajaran metode perlu beralih dari 
hafalan jenis pendekatan menuju latihan 
operasional. Mahasiswa perlu berlatih 
membuat peta regulasi, membangun 
definisi kerja, mengekstraksi ratio 
decidendi, mencari putusan tandingan, 
dan menulis sintesis. Dickinson (2022) 
serta Pannebakker & van Dijck (2022) 
memperlihatkan nilai keterlibatan 
mahasiswa dalam penelitian dan 
kurikulum metodologis. Literasi basis 
data, pencatatan sumber, serta 
penggunaan teknologi secara 
bertanggung jawab juga penting. Hasil 
pembelajaran bukan sekadar 
kemampuan menemukan pasal, tetapi 
kemampuan membangun argumen yang 
transparan, terukur, dan terbuka terhadap 
koreksi. 

Pedoman Operasional 
Penyusunan Penelitian 

Peneliti dapat memulai dengan 
satu lembar kendali isu hukum. Lembar 
tersebut memuat rumusan masalah, jenis 
klaim yang hendak dihasilkan, subjek dan 
objek yang diatur, periode hukum, serta 
yurisdiksi. Pada kolom perundang 
undangan dicatat seluruh regulasi 
beserta status dan pasal kunci. Pada 
kolom konseptual dicatat istilah yang 
perlu didefinisikan, sumber doktrin, unsur, 
dan perdebatan. Pada kolom kasus 
dicatat pengadilan, nomor, tanggal, fakta 
yuridis, isu, pertimbangan, dan amar. 
Lembar kendali membuat kekosongan 
bahan terlihat sebelum penulisan dimulai. 
Apabila satu klaim tidak mempunyai 
dasar atau hanya bersandar pada sumber 
sekunder, peneliti harus kembali mencari 
bahan primer. Cara ini juga membantu 
menjaga konsistensi sitasi dan mencegah 
pengulangan uraian. 

Bagian hasil dan pembahasan 
sebaiknya disusun berdasarkan isu, 
bukan berdasarkan urutan sumber. 
Setiap subbagian dibuka dengan 
proposisi hukum, dilanjutkan dasar 
perundang undangan, penjelasan 
konsep, temuan kasus, serta sintesis. 

Pola tersebut membuat pembaca 
memahami alasan sebuah pasal relevan 
dan fungsi putusan dalam argumentasi. 
Pada akhir subbagian, peneliti 
menuliskan simpulan antara yang 
menjawab rumusan masalah parsial. Jika 
terdapat pertentangan, posisi alternatif 
disajikan sebelum peneliti memilih. 
Pemilihan harus memakai alasan 
kewenangan, koherensi, tujuan, dan 
perlindungan hak, bukan sekadar 
kesesuaian dengan tesis. Theil (2025) 
menekankan bahwa penelitian doktrinal 
mempertahankan kontribusinya ketika 
aturan dan prinsip dapat diperdebatkan 
berdasarkan sumber yang sama. 

Sebelum naskah diserahkan, 
audit akhir dilakukan terhadap empat 
lapisan. Audit sumber memeriksa 
identitas, status, tautan, dan ketepatan 
kutipan. Audit konsep memeriksa 
konsistensi istilah dan hubungan indikator 
dengan penilaian. Audit kasus memeriksa 
kelengkapan naskah, konteks fakta, ratio 
decidendi, serta putusan pembanding. 
Audit sintesis memeriksa apakah 
simpulan melampaui bahan dan apakah 
rekomendasi menyebut aktor serta 
bentuk perubahan. Peneliti juga 
memeriksa kata asing, format sitasi, tabel, 
dan daftar pustaka. Audit ini sederhana, 
tetapi mempunyai fungsi metodologis 
karena menghubungkan transparansi 
prosedur dengan kualitas argumentasi. 
Dengan demikian, penelitian normatif 
dapat diperiksa bukan hanya dari 
kemantapan bahasa, melainkan dari jejak 
penalaran yang ditinggalkan. 

 
KESIMPULAN  

Pendekatan perundang 
undangan, konseptual, dan kasus 
mempunyai objek serta fungsi yang 
berbeda tetapi saling melengkapi dalam 
penelitian hukum normatif. Pendekatan 
perundang undangan memetakan 
validitas, hierarki, ruang lingkup, konflik, 
dan tujuan norma. Pendekatan 
konseptual membangun definisi kerja, 
asas, unsur, serta parameter penilaian. 
Pendekatan kasus menelaah konkretisasi 
norma melalui fakta yuridis, isu, ratio 
decidendi, dan amar. Ketiganya tidak 
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boleh digunakan sebagai label. Peneliti 
harus menjelaskan korpus bahan hukum, 
kriteria pemilihan, metode interpretasi, 
dan batas klaim. 

Model integrasi empat tahap 
terdiri atas pemetaan norma, konstruksi 
konsep, ekstraksi kaidah putusan, dan 
sintesis preskriptif. Model tersebut 
menghubungkan teks, makna, dan 
penerapan serta membuat rekomendasi 
dapat ditelusuri. Mutu penelitian dijaga 
melalui pemeriksaan otoritas, pencarian 
bahan berlawanan, transparansi seleksi, 
pemisahan hukum positif dari interpretasi, 
dan audit argumentasi. Penerapan pada 
pengujian formil menunjukkan bahwa 
standar partisipasi bermakna hanya 
dapat dipahami secara utuh ketika 
ketentuan pembentukan, konsep 
keterbukaan, dan pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama. 
Dengan kerangka ini, penelitian hukum 
normatif dapat tetap preskriptif sekaligus 
lebih transparan, replikabel, dan 
bertanggung jawab. 
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